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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 4678/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3507181503970003, tempat/tanggal lahir Malang, 15 Oktober

1997,  umur  22  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMK,

pekerjaan  Buruh  Pabrik,  tempat  kediaman  di  Kabupaten

Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,  NIK  3507176511990002,  tempat/tanggal  lahir  Malang,  25

Nopember  1999,  umur  20  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SMK,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di

Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa

alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

      Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

19  Agustus  2020  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Kabupaten Malang Nomor 4678/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :

1. Pada  tanggal  08  Desember  2018,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang (Kutipan Akta

Nikah Nomor : 0592/016/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018 );

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal

di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang selama 2 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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.  Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak

bernama : 

a. ANAK (Umur 10 Bulan)

 ;

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2019  

 antara  Pemohon  dan  Termohon  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam rumah

tangga disebabkan antara lain :

    

a. Termohon  sama  sekali  tidak  memperhatikan  Pemohon,  ia  lebih

mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

b.

c. Termohon  kurang  sopan  kepada  Pemohon  dan  kurang  menghargai

Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

4. Ketika  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi  Termohon  sering

membentak-bentak  Pemohon  dengan  kata-kata  kasar  yang  menyakitkan

hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;;

5. Akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  lebih  kurang  pada  bulan

Januari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah

orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang

lebih 8 bulan. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon,

tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama  Kabupaten  Malang  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
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Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon

telah  nyata  hadir  menghadap  sendiri  ke  persidangan,  dan  pada  setiap

persidangan  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengancara

menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik,

namun tidak berhasil;

Bahwa,  upaya  mendamaikan  Pemohon  dan  termohon  juga  ditempuh

melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan

tetapi tetap tidak berhasil; 

Bahwa,  pada  persidangan  tanggal  ..........  sampai  perkara  ini  diputus

tanggal ............., Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu

telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan

patut melalui relaas tanggal ..............,............,........... dan ................, dan tidak

ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  dikarenakan  adanya  alasan  yang

sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa,  pemeriksaan  ini  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat

permohonan  Pemohon  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum,  yang  isi  dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa,  untuk  memperkuat  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti tertulis, berupa 

a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0592/016/XII/2018 tanggal 08 Desember

2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, bermaterai

cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan

aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa,  disamping  alat  bukti  tertulis  tersebut,  Pemohon  juga

menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi  I  :  SAKSI  I,  umur  54  tahun,  agama Islam,  pekerjaan swasta,  tempat

kediaman  di  Kabupaten  Malang,  dibawah  sumpahnya  di  depan  sidang

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah ayah kandung Pemohon;
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- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  berumah  tangga,  Pemohon  dan

Termohon  tinggal  bersama  di  rumah  orangtua  Pemohon  di  Kabupaten

Malang selama 2 Tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 

- a. ANAK (Umur 10 Bulan)

- ;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang

sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok

mulut)  yang  disebabkan  Termohon  sama  sekali  tidak  memperhatikan

Pemohon, ia lebih mementingkan diri  sendiri  daripada kepentingan rumah

tangga;

- Bahwa  saksi  sering  (lebih  dari  ....  kali)  mengetahui  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  karena  rumah  saya

berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut

pada  bulan  Januari  2020,  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan

pulang  ke  rumah  orang  tua  Termohon  sendiri  sampai  sekarang  sudah

berjalan  selama kurang  lebih  8  bulan.  Selama itu  Termohon  sudah  tidak

memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;

- Bahwa  saksi  mengetahui  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan

Pemohon dengan Termohon akan  tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena

Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi

tersebut;

Saksi II  :  SAKSI II,  umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat

kediaman  di  Kabupaten  Malang,  dibawah  sumpahnya  di  depan  sidang

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  berumah  tangga,  Pemohon  dan

Termohon  tinggal  bersama  di  rumah  orangtua  Pemohon  di  Kabupaten

Malang selama 2 Tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama :;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah

tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut)

yang disebabkan Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia

lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

- Bahwa  saksi  sering  (lebih  dari  ....  kali)  mengetahui  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  karena  rumah  saya

berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut

pada  bulan  Januari  2020,  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan

pulang  ke  rumah  orang  tua  Termohon  sendiri  sampai  sekarang  sudah

berjalan  selama kurang  lebih  8  bulan.  Selama itu  Termohon  sudah  tidak

memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohond an Termohon

sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;

- Bahwa  saksi  mengetahui  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan

Pemohon dengan Termohon akan  tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena

Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi

tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon

dan mohon putusan;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang,  bahwa  maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan substansi  pokok

perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini

dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  permohonan  Pemohon,  perkara  ini

terdapat  kumulasi  obyektif  yang terdiri  dari  perkara  cerai  talak dan gugatan

harta bersama, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan

Pasal  66  Ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan

Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok  perkara yang di

ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang

termasuk dalam bidang perkawinan  maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40

dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  beserta  penjelasannya, perkara  ini  termasuk  dalam

kompetensi absolut  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  Kabupaten

Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  karena  Pemohon  dan  Termohon  bertempat

kediaman  di  wilayah  Kabupaten  Malang,  yang  termasuk  dalam  wilayah

yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal

118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
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3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  maka  perkara  ini  merupakan  kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama

Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada

tidaknya  hubungan  hukum  antara  Pemohon  dan  Termohon,  sehingga  legal

standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang,  bahwa  terhadap  pokok  perkara  yaitu  permohonan  cerai

talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah,

pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai

Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat

menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  jo.  Pasal  7  Ayat  (1)

Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum Islam di

Indonesia  yang  berbunyi  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta

Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  permohonannya  mendalilkan

bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara

agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing

dalam perkara  a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih

dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam

perkara  ini  dan  tentang  keabsahan  penerima  kuasa  yang  dalam  surat  kuasa

tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan  untuk memastikan bahwa

kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum

para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa

yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat,  dan kuasa hukum

para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari

organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;
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Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan

advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu

syarat  dan  parameter  apa  yang  ada  dalam  ketentuan  hukum  dan  peraturan

perundang-undangan  yang  terkait  untuk  kemudian  dijadikan  sebagai  landasan

dalam menilainya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  123  HIR  setiap  orang  yang

beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau

wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

pihak  yang  beperkara  tersebut  dengan  membuat  surat  kuasa  khusus  yang

sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang,  bahwa  tentang  keabsahan  suarat  kuasa  maka  yang

dijadikan  landasan  dalam  menilai  keabsahannya  adalah Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung

RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada

dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa

untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas

dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok

dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika

tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang,  bahwa  disamping  itu,  surat  kuasa  harus  memenuhi

ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut

ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai  dengan pencantuman

tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu,

sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas

meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat

kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan

dalam  menilai  keabsahannya  adalah  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2003

tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa

berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4
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Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  yang

menegaskan  bahwa  sebelum  menjalankan  profesinya,  Advokat  wajib

bersumpah  menurut  agamanya  atau  berjanji  dengan  sungguh-sungguh  di

sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memperhatikan  dan

mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

perundang-undangan  yang  terkait  dengan  keabsahan  surat  kuasa  dan

keabsahan advokat  di  atas  serta  dikaitkan dengan  surat kuasa khusus yang

diberikan Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat  kuasa  khusus  Pemohon  telah  memenuhi  syarat  dan  ketentuan

keabsahan  surat  kuasa  khusus  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Surat

Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  1959  dan  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat

(9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat

telah  memenuhi  syarat  untuk  bertindak  sebagai  Advokat  karena  sudah

disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal

4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Majelis  Hakim

berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi

persyaratan surat  kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi

syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak

mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan

Termohon agar  rukun kembali,  baik secara langsung maupun melalui  kuasa

hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim

berulangkali  memberikan  kesempatan  kepada  keluarga  Termohon  untuk

merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga

telah  ditempuh  melalui  mediasi  oleh  Mediator  H.  Sholichin,  S.H.  (Praktisi

Hukum)  pada  tanggal  19  Nopember  2014,  namun  tetap  tidak  berhasil

sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Nopember 2014, karenanya Majelis

Hakim berpendapat  ketentuan  yang terkandung dalam  Peraturan Mahkamah

Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga

telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  tertanggal  14

Oktober 2014 merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang

berisi  tentang  uraian  dan  penegasan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan

keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak September 2014 sampai sekarang.

Atas  dasar  itu,  Pemohon mohon  untuk  diberi  ijin  menjatuhkan  talak  satu

terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan

dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup

hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat  bukti  surat (P.1.) yang diajukan oleh Pemohon

berupa fotokopi Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

dengan  aslinya,  maka  surat  tersebut  merupakan  surat  autentik  yang

mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  sesuai  Pasal  2  ayat  (3)

Undang-undang  Nomor  13 Tahun 1985  tentang Bea Meterai  dapat  diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. di atas maka dapat dinyatakan

telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan

yang  sah  sebagai  suami  isteri  sejak  tanggal  18  Oktober   2012  di  Turen

Kabupaten Malang;
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Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon

telah memenuhi  syarat menjadi  saksi   dan merupakan keluarga/orang dekat

dengan Pemohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama  lain dan ada

relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-

saksi tersebut dapat diterima sebagai alat  bukti  dan dapat di  pertimbangkan

dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

undang No. 7 tahun 1989  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  dipersidangan,

dihubungkan dengan  dalil  permohonan Pemohon dan keterangan Termohon,

maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan

rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

- Bahwa sebab pertengkaran  tersebut  adalah  Termohon  sering  merasa

kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon; 

- Bahwa antara  Pemohon dan Termohon telah  berpisah tempat  tinggal

yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah kurang lebih  3  bulan lamanya,

dan selama pisah sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

- Bahwa  Majelis  Hakim   telah  berusaha  secara  maksimal  untuk

mendamaikan  Pemohon  dan  Termohon   agar  rukun  lagi  dalam  rumah

tangganya, dengan  penasehatan kepada Pemohon  dan Termohon pada

setiap persidangan dan upaya damai dari pihak keluarga, tetapi tetap tidak

berhasil; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  maka  telah

terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangganya;
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Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat

dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal  dan tidak mau kumpul lagi

serta sudah tidak perduli satu sama lain;

Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan tersebut  di  atas

dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah,

tujuan  perkawinan  sudah  tidak  dapat  dicapai  sehingga  tidak  mungkin

dipertahankan lagi, oleh karena itu  penyelesaian yang dipandang adil adalah

perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah

ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :    Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati  untuk) talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang,  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di  atas

maka  permohonan  Pemohon  dipandang  telah  memenuhi  pasal  39  ayat  2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga

permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal  84  Undang-Undang

Nomor  7   Tahun  1989  sebagaimana  yang  telah  diubah   dengan   Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan  Agama,  maka diperintahkan kepada Panitera

Pengadilan Agama Kabupaten Malang  untuk mengirimkan salinan Penetapan

Ikrar  Talak   kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah   sebagaimana  dimaksud  oleh

pasal tersebut di atas;

DALAM REKONVENSI

Menimbang,  bahwa  guna  menghindari  kesalahpahaman  dalam

penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

digunakan  istilah  sebagai  berikut  :  semula  Termohon  menjadi  Penggugat

Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan

yang demikian sesuai  dengan yurisprudensi  Mahkamah Agung R.I.  Nomor :

608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik

tersebut  bersamaan dengan jawaban pertamanya,  maka dalam hal  ini  Majelis

Hakim  berpendapat  gugatan  Penggugat  Rekonvensi  tersebut  dapat  diterima,

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  mengenai  kewenangan  dan  legal

standing perkara  sebagaimana  dipertimbangkan  dalam  perkara  konpensi

tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan

Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk

perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,

Tergugat  Rekonvensi  memberikan  jawaban  yang  pada  pokoknya  mengakui,

serta tidak keberatan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rangkaian  dalil  gugatan  Penggugat

Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka dalil  pokok perkara ini

adalah gugatan yang berkenaan dengan nafkah iddah dan  nafkah anak;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  klasifikasi  jawaban  Tergugat

Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti

yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip

hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konpensi di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  prinsip  pembuktian  sebagaimana

terurai dalam pertimbangan pada bagian konpensi di atas, yaitu “atas dalil-dalil

yang  diakui  maka  dalil  tersebut  dianggap  terbukti”,  dan  dikaitkan  dengan

perkara  Rekonvensi  maka  harus  dinyatakan  bahwa  dalil-dalil  gugatan

Penggugat Rekonvensi dianggap telah terbukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rangkaian  dalil  gugatan  Penggugat

Rekonvensi,  jawaban Tergugat  Rekonvensi  yang dihubungkan dengan bukti-

bukti dalam Rekonvensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta

hukum dalam perkara Rekonvensi sebagai berikut :
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1. Bahwa  Penggugat  Rekonvensi  bukanlah  isteri  yang  nusyus  karena

Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orangtua atas sepengetahuan dan

seizin Tergugat Rekonvensi selaku suami yang menginginkan perceraian;

2. Bahwa Tergugat  Rekonvensi  mengakui  dan  tidak  keberatan atas  seluruh

gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di

atas,   maka  gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan satu 

persatu sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai

nafkah  iddah,  yang  dihubungkan  dengan  perkara  ini  ada  beberapa  aspek

hukum yang harus dipertimbangkan.  Pertama, apakah Penggugat Rekonvensi

selaku isteri  berhak mendapat nafkah iddah;  Kedua,  berapakah jumlah atau

nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum

yang  telah  disebutkan  di  atas,  perlu  dianalisis  satu  persatu  sesuai

pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang  bahwa aspek  hukum pertama  adalah  apakah  Penggugat

Rekonvensi selaku isteri  berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek

hukum ini  sangat  urgen,  karena dilihat  dari  aspek dasar  hak atau alas  hak

sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah

yang  berhubungan  erat  dengan  hak  seorang  isteri  yang  ditalak  oleh  suami

dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam

masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis  talak yang dijatuhkan oleh

suami atas isteri,  apakah talak raj’i  atau talak bain, mengandung perbedaan

ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang

disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk

katagori talak raj’i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa

iddah talak raj’i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih

menjadi  pendapat  majelis  hakim  seorang  isteri  berhak  memperoleh  nafkah,

pakaian dan tempat tinggal;
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Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  perlu

mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan

kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau

menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal

149  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum Islam disebutkan  bahwa  “Perkawinan  yang

putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan

kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali

isterinya nusyuz”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta tersebut di  atas,  telah ternyata

Penggugat  Rekonvensi  sebagai  isteri  bukan  termasuk  isteri  yang  nusyuz,

karenanya  Penggugat  Rekonvensi  berhak  atas  nafkah  iddah  dari  Tergugat

Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang  bahwa  aspek  hukum  yang  kedua  sehubungan  dengan

pemberian  nafkah  iddah  adalah  berapakah  jumlah  nilai  nafkah  iddah  yang

sesuai  dengan  kepatutan hukum,  perlu  dipertimbangkan  dari  beberapa segi

hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  dan  mengukur  apakah  nilai

jumlah  suatu  beban  sesuai  dengan  kepatutan  hukum,  maka  acuan  berpikir

harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan;

dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang  bahwa  asas  kemampuan  sebagaimana  tersebut  di  atas

dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan

suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah

dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas

keseimbangan,  asas  keadilan  dan  asas  sesuai  kemampuan  agar  tercapai

tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tentang  kesanggupan

Tergugat  Rekonvensi  untuk  memenuhi  seluruh  gugatan  Rekonvensi  tentang

nafkah iddah maka Majelis Hakim menilai bahwa asas keseimbangan, keadilan

dan kemampuan telah terpenuhi dalam perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Majelis

Hakim  berpendapat  patut  dan  mampu  jika  Tergugat Rekonvensi  dihukum

membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak

kepada  Tergugat  Rekonvensi  dan  terhadap  tuntutan  tersebut  Majelis  Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  hak  asuh  anak  CLARA NATANIA

PUTRI,  umur  10  bulan  ditetapkan  ada  pada  Penggugat  Rekonvensi,  maka

berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo.  Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d)  Instruksi  Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi  Hukum Islam,  Tergugat Rekonvensi

sebagai  ayah  kandung  berkewajiban  untuk  memberi  nafkah  terhadap  anak

tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang,  bahwa  tentang  jumlah  nafkah  anak  yang  dibebankan

kepada  Tergugat  Rekonvensi  maka  majelis  hakim  berpendapat  harus

disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta

dengan  kelayakan  hidup  anak  di  tempat  anak  tersebut  tinggal  yaitu  di

Kabupaten Malang;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  Rekonvensi,

pengakuan  Tergugat  Rekonvensi  dan  keterangan  para  saksi,  maka  majelis

hakim berpendapat  gugatan  nafkah  anak  dapat  dikabulkan  serta  wajar  dan

pantas Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah anak yang bernama

CLARA NATANIA PUTRI,  umur  10  bulan terhadap  Penggugat  Rekonvensi

setiap bulan minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang,  bahwa  tentang  biaya  perkara  dalam  Rekonvensi,  akan

dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena  pokok perkara ini adalah ”cerai talak”

termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama yang telah
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diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  dengan

Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada  Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

2. Menghukum  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar

kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

a. nafkah terhutang 2 bulan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta  rupiah)

b. nafkah Iddah  selama 3  bulan  x  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  =  Rp

3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)

c. mut'ah sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratu ribu rupiah)

d. nafkah   seorang  anak  bernama  ANAK  (umur  10  bulan)  tiap  bulan  Rp

600.000,-(enam ratus ribu rupiah)  di tambah setiap tahunnya 10% s/d 20%

( Sepuluh hingga 20 persen) sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan  kepada  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim

pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal

28  Muharam 1442  Hijriyah,  oleh  kami  Drs.  H.  ALI  SIRWAN,  M.H.,  sebagai

Ketua Majelis, Drs. MAKMUR, M.H. dan Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan
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Hakim-Hakim Anggota  tersebut  dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  dengan  dibantu  oleh  ARIFIN,  S.H.,  M.H.,

sebagai  Panitera  Pengganti,  dan  dihadiri  oleh  Pemohon  diluar  hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Drs. MAKMUR, M.H. Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

                         

ARIFIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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